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KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2026 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan ini. Renja DPM-PTSP Kab.
Morowali Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada
Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan
kegiatan, memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan
dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2026. Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja
pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan
dengan adanya dokumen Renja ini dapat mendeskripsikan kondisi aktual dan akselerasi
pencapaian kinerja perencanaan pembangunan khususnya di DPM-PTSP Kabupaten
Morowali. Demikian, semoga dokumen Renja DPM-PTSP Kabupaten Morowali Tahun
2026 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif untuk mendukung

Terwujudnya Kabupaten Morowali Yang Maju, Mandiri, Dan Berkeadilan.

Morowali, 16 April 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOROWALI

NUKRAH, ST., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700915 200212 2 004
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1.1.

BAB |

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Awal Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Morowali
Tahun 2026, disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan
publik, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Morowali, Rencana Program
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah maka setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal
Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Dearah), Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta
masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana
Awal Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (Satu) tahun yang disusun berpedoman kepada
rencana strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Awal Perangkat Daerah. Dalam rangka
penyusunan rencana awal perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan Pemangku kepentingan. Rencana awal perangkat

daerah disusun dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan ;

b. Penyusunan Rancangan Awal ;

c. Penyusunan Rancangan ;

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ;
Perumusan Rancangan Akhir ;dan

f. Penetapan.
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Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Morowali Tahun 2025 dengan mengacu pada :

1.
2.

10.

11.

12.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negeri
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6219);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008-2028;

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
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27.

28.
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30.

31.

32.

PENDAHULUAN

Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang
Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat.

Peraturan Kepmendagri 050 tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5689 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali tahun RPD

Nomor 12 tahun 2023.

Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Penyusunan RENJA

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali adalah :

a) Memberikan landasan kebijakan pembangunan selama Satu tahun dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran OPD;

b) Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan tahun 2025;

c) Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan
daerah di bidang Penanaman modal dan PTSP;

d) Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan
sebagai referensi wajib dalam penyusunan LAKIP setiap tahun;

e) Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan
tugas pokok dan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran OPD.

1.3.2 Tujuan Penyusunan RENJA

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

a). Untuk memudahkan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Morowali dalam merumuskan kembali tujuan dan menyusun
program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur pada tahun 2025.

b) Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dalam memahami dan menilai
serta mengevaluasi pencapaian arah kebijakan dan program serta kegiatan

operasional tahunan;
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c) Sebagai penjabaran  kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan
pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional melalui penanaman
modal dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan.

Sistematika penulisan
Sistematika penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai bagian:
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I1 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, menguraikan
bagian :
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
menguraikan bagian :
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3 Program dan Kegiatan dan sub kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Memberikan penjelasan secara ringkas mengenai pelaksanaan, kecukupan anggaran
atau tidak, kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut, dan informasi nama perangkat

daerah dan pengesahan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang dimaksud.



2.1

BAB II

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Mewujudkan stabilitas Perekonomian melalui hilirisasi

industri dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu, (1) Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel,

inovatif dan transparan serta (2) Meningkatnya Investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan, yang harus dicapai dengan 6 (Enam) program penunjang untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2025, adapun program dan kegiatan

serta Sub. Kegiatan penunjang untuk pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebagai berikut :

1.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua)
Sub. Kegiatan yaitu :
1.1. Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal. Dengan indikator Jumlah
Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal dengan target yang direncanakan 3 dokumen. Dari ketiga
dokumen tersebut sampai diawal triwulan II tahun 2025 belum direalisasikan
yakni masih di capaian target 0%.
- Sub. Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha
Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah dengan target yang direncanakan
100 dokumen, indikator ini sampai diawal triwulan II tahun 2025 telah mencapai
target yang direncanakan sebesar 50.68%.
Program Promosi Penanaman Modal dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub. Kegiatan
yaitu :
1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten / Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Kabupaten/Kota dari target yang direncanakan sebanyak 3
dokumen dengan capain target diawal triwulan II sebesar 8.71%.
Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 Sub. Kegiatan yaitu:
3.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.
- Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis isiko Terintegrasi Secara Elektronik dengan
indikator Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha

melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
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dengan target yang direncanakan sebanyak 300 pelaku usaha, namun diakhir
triwulan I ini belum dilaksanakan atau masih capain target 0%.

Sub. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang
mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha
berbasis risiko terintegrasi secara elektronik dengan target 80 pelaku usaha
dengan anggaran awal sebesar Rp. 250.035.500,- yang realisasi capaian target
ditriwulan I yakni 73.40%.

Sub. Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan indikator Jumlah kegiatan usaha
yang mendpatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang
perizinan berusaha brbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan
usaha dari pelaku usaha dengan target 100 kegiatan usaha anggaran

Rp.244.019.000,- yang terealisasi diawal triwulan I sebesar 25.03%.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1

(satu) Sub. Kegiatan, yaitu :

4.1

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub. Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi
Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan indikator
Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha
dalam merealisasikan kegiatan usahanya dengan target 8 Kegiatan Usaha dengan
anggaran Rp. 100.385.500,- dengan realisasi diawal triwulan II yakni capaian

target 67.46%.

Sub. Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah
Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ;
serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

dengan target 30 kegiatan usaha yang ditahun anggaran 2025 tidak dianggarkan.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan 1 (satu)

Kegiatan dan 1 (satu) Sub. Kegiatan, yaitu :

5.1.

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

Sub. Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik dengan indikator Jumlah data dan informasi
perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan dengan target 0 dokumen yang

dianggarkan ditahun anggaran 2025.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (delapan)

Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub. Kegiatan, yaitu :

6.1.

Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
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Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi
penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dengan target 2 laporan dengan

anggaran Rp. 7.200.000,- dengan realisasi target masih 0% di triwulan 1.

6.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah
Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target sebanyak 28 orang
dan anggaran sebesar Rp. 4.301.762.951,- capaian target 86.13%.

Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan
indikator Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
dengan anggaran Rp. 1.191.720.000,- target 45 Dokumen realisasi capaian di

triwulan I mencapai 67.79%.

6.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bedasarkan Tugas dan
Fungsi, dengan indikator Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan anggaran Rp. 53.304.000,- target 6
orang realisasi capaian target masih mencapai 0%.

Sub. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang,
dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan dengan target 5 orang sedangkan yang terealisasi

sebanyak 19 orang atau mencapai 380 persen atau melampaui target.

6.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.5.

Sub. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan
indikator Jumlah ketersedian peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 1
paket sedangkan realisasi sebanyak 1 paket atau 100 persen atau mencapai target.
Sub. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan indikator Jumlah
Bulan Ketersediaan bahan logistik kantor dengan target 12 bulan sedangkan
realisasi 12 bulan atau mencapai 100 persen atau mencapai target.

Sub. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan
indikator Jumlah Bulan Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dengan
target 12 bulan sedangkan realisasi mencapai 12 bulan atau 100 persen atau
mencapai target.

Sub. Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD,
dengan indikator Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di ikuti
dan dilaksanakan dengan target 100 persen bulan sedangkan realisasi mencapai

100 persen atau mencapai target.

Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

daerah.

Sub. Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya. Dengan
indikator Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang
di bangun dengan target sebanyak 3 unit sedangkan realisasi sebanyak 3 unit atau

mencapai 100% atau mencapai target.
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6.6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sub. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
dengan indikator Jumlah bulan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik yang tersedia dengan target 12 bulan sedangkan yang terealisasi 6
bulan atau mencapai 50% atau belum mencapai target.

Sub. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
dengan indikator Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
dengan target 4 laporan dengan realisasi sebanyak 4 laporan atau mencapai
100 persen, atau mencapai target.

Sub. Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan indikator
jumlah jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 laporan sedangkan

realisasi 12 laporan atau mencapai 100% atau mencapai target.

6.7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

daerah

Sub. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak
dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan
indikator Jumlah jasa pemeliharaaan, biaya pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia dengan
target sebanyak 10 unit dan realisasi sebanyak 12 unit atau mencapai 120

persen, atau melampaui target.

6.8. Kegiatan Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
dengan indikator Jumlah potensi bangunan yang belum memiliki PBG dengan
target sebanyak 1 dokumen dan realisasi sebanyak 1 dokumen atau mencapai

100 persen, atau mencapai target.
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"Dinas Penanaman Modal dan PTSP" Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*

Tahun 2025

Indikator Kinerja Program

Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan 2025

Tingkat Capaian Kinerja

Urusan/Bidang Urusan (Outcome) dan Kegiatan "I;rg.et;(lgll)e];]; dl? " Al;l gga:an Re;llsa: CapalanRKm.er]a dan Realisasi Anggaran l}J s LAY
Pemerintah Daerah dan (Output) Kemendagri 900 enja ahun Berjatan an Anggaran Renja Renja SKPD yang dievaluasi enanggung
. (2025) yang dievaluasi SKPD yang dievaluasi Jawab
Program Kegiatan Tahun 2024 dan INMEN 2 (%)
Tahun 2025 I I Ir v
K [ Rp [ Rp K [ Rp K [Rp [K [Rp [K [ Rp K [ Rp 12
3 5 6 7 8 9 10 = 6+7+8+9 11 a=10/5*100
PROGRAM PROMOSI Persentase Peningkatan
PENANAMAN MODAL Investasi (PMA dan PMDN) o, _
di Kabupaten Kota 0% 423.136.000,00 3,55 | 15.009.000,00 1274 | 53.922.500,00 68.931.500,00 16,29 DPM-PTSP
Penyelenggaraan Promosi Persentase PMA / PMDN
Penanaman Modal yang baru berinvestasi
Menjadi Kewenangan 50% 16.29
Daerah Kabupaten/Kota ° 423.136.000,00 3,55 15.009.000,00 12,74 53.922.500,00 68.931.500,00 ”
- Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil
Promosi Penanaman Kegiatan Promosi
Modal Daerah Penanaman Modal 3 Dok 16,29
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 423.136.000,00 3,00 15.009.000,00 3,00 53.922.500,00 68.931.500,00
PROGRAM Persentase PMDN Yang
PENGEMBANGAN IKLIM Mendapat Fasilitasi/Insentif 100% 5875 DPM-PTSP
PENANAMAN MODAL Kemudahan Penanaman ° 132.340.750,00 31,70 | 41.951.800,00 27,05 | 35.793.800,00 77.745.600,00 > B
Modal
Penetapan Pemberian Persentse peningkatan
Fasilitas/Insentif Dibidang pemberian fasilitas / insentif
Penanaman Modal yang kemudahan penanaman
- o,
Menjadi Kewenangan modal L0 132.340.750,00 31,70 |  41.951.800,00 27,05 | 35.793.800,00 77.745.600,00 Bl
Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Kebijakan Jumlah Peraturan
Daerah Mengenai Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif
Fasilitas/Insentif dan dan Kemudahan Penanaman
Kemudahan Penanaman Modal '
Modal 3 Dok - 3,00 19.049.000,00 3,00 - 19.049.000,00 #DIV/O!
- Fasilitasi Kemitraan Jumlah Kesepakatan
yang dilakukan oleh Kemitraan antara Usaha 4 Dok 4435
Pemerintah Besar (PMA/PMDN) dengan 132.340.750,00 4,00 22.902.800,00 4,00 35.793.800,00 58.696.600,00 >
Kabupaten/Kota UMKM di daerah
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PROGRAM PELAYANAN Persentase Pelaku usaha
PENANAMAN MODAL yang memperoleh izin sesuai o
ketentuan LU 292.406.000,00 7,50 21.938.600,00 0,20 58.083.100,00 80.021.700,00 2l LD
Pelayanan Perizinan dan Persentase jumlah perizinan
Non Perizinan Secara dan non perizinan yang
Terpadu Satu Pintu dibidang | diterbitkan sesuai SP yang 100% 2737
Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah 292.406.000,00 7,50 21.938.600,00 0,20 58.083.100,00 80.021.700,00 ’
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha yang
Perizinan Berusaha Mendapatkan Pelayanan
melalui Sistem Perizinan | Perizinan Berusaha melalui
Berusaha Berbasis Sistem Perizinan Berusaha 300 Pelaku }
Risiko Terintegrasi Berbasis Risiko Terintegrasi Usaha 41.237.000,00 300,00 - 300,00 - -
secara Elektronik secara Elektronik
- Penyediaan dan Jumlah Pelaku usaha yang
pengelolaan Layanan Memperoleh Layanan
konsultasi perizinan Konsultasi Perizinan Berusaha 60 Pelaku 2957
berusaha berbasis risiko melalui Sistem Perizinan Usaha 141.917.000,00 3,00 14.519.000,00 60,00 27.443.000,00 41.962.000,00 ”
Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan, analisis, Jumlah Kegiatan Usaha yang
evaluasi, dan pelaporan mendapat pemantauan,
di bidang perizinan analisis, evaluasi, dan
L oy .. 100
berusaha berbasis risiko pelaporan di bidang perizinan Kegiatan 34.84
berusaha berbasis risiko Lintas 109.252.000,00 200,00 7.419.600,00 100,00 30.640.100,00 38.059.700,00 ’
. Usaha
Daerah Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha
PROGRAM Persentase penyelesaian
PENGENDALIAN permasalahan dan hambatan o
PELAKSANAAN yang dihadapi pelaku usaha 0% 478.318.000,00 3,98 | 19.049.000,00 6,00 | 28.679.500,00 47.728.500,00 ek DENEELSE
PENANAMAN MODAL dalam membuka usaha
Pengendalian Pelaksanaan Persentase tingkat
Penanaman Modal yang kepatuhan pelaku usaha 100% 9.98
Menjadi Kewenangan terhadap komitmen 478.318.000,00 3,98 19.049.000,00 6,00 28.679.500,00 47.728.500,00 ’
Daerah Kabupaten/Kota berusaha
- Penyelesaian Jumlah Penyelesaian
Permasalahan dan Permasalahan dan Hambatan
Hambatan yang dihadapi | yang dihadapi Pelaku Usaha 8 Kegiatan 69.46
Pelaku Usaha dalam dalam merealisasikan Kegiatan Usaha 68.710.000,00 8,00 19.049.000,00 8,00 28.679.500,00 47.728.500,00 ’
merealisasikan Kegiatan Usahanya
Usahanya
- Bimbingan Teknis Jumlah Pelaku Usaha yang
kepada Pelaku Usaha Mengikuti Bimbingan Teknis/
Pariinan Berusah Baasis | 0Pk :
Usaha 226.540.000,00 234,00 - - - -

Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
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- Pengawasan Penanaman

Jumlah Kegiatan Usaha dari

Modal Pelaku Usaha yang Telah
Dianalisa dan Diverifikasi
Data, Profil dan Informasi
Kegiatan Usaha dari Pelaku 30 Pelaku
DIlakukan Inspeksi Lapangan ; Usaha 183.068.000,00 150,00 - 30,00 - - :
serta DIlakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan
Berusaha
PROGRAM PENUNJANG Persentase Urusan
URUSAN Penunjang Pemerintahan
PEMERINTAHAN Yang Dilaksanakan o
DAERAH § LU 9.118.927.712,00 i - 36,30 | 3.310.346.852,00 3.310.346.852,00 ) LD
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase Ketersediaan
Penganggaran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 100% _ 97.86
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi 7.357.500,00 - 97,86 7.200.000,00 7.200.000,00 i
- Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan
Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 97.86
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan 7.357.500,00 2,00 - 2,00 7.200.000,00 7.200.000,00 ’
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Administrasi 100% 65.85
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah 6.784.354.662,00 21,73 | 1.474.389.445,00 44,12 | 2.993.382.795,00 4.467.772.240,00 i
- Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 28 67.03
Tunjangan ASN Org/Bln 5.493.324.662,00 28,00 | 1.272.409.445,00 28,00 | 2.409.522.795,00 3.681.932.240,00 ’
- Penyediaan Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil 45
Pelaksanaan Tugas ASN gzaﬁif::n’}i‘g;‘;‘igaﬁ Org/Bln | 1.291.030.000,00 45,00 | 201.980.000,00 45,00 | 583.860.000,00 785.840.000,00 60,87
Administrasi Kepegawaian Persetnase Administrasi
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat 100% 82.200.000,00 - _ _ _ _ -
daerah
- Pendidikan dan Jumlah Pegawai
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan 6 Org _
82.200.000,00 6,00 - 6,00 - -
- Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang
Implementasi Peraturan Mengikuti Bimbingan Teknis
Perl')undang-Undangan Implimentasi Peratguran 70rg - 7,00 - 7,00 - - #DIV/O!
Perundang-Undangan
Administrasi Umum Persentase Adminitrasi 100% 39.58 2434
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah 875.498.222,00 ) 66.851.500,00 16,71 146.274.250,00 213.125.750,00 i
- Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
dKa“ Perlengkapan danPerlengkapan Kantor I Paket 135.775.500,00 1,00 - 1,00 | 126.610.500,00 126.610.500,00 93,25
antor yangDisediakan
- Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 10.74
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan 166.592.222,00 12,00 - 3,00 17.892.750,00 17.892.750,00 i
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- Penyediaan Barang

Jumlah Paket Barang

Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan I Paket 15.385.500,00 1,00 i 1,00 | 1.771.000,00 1.771.000,00 11,51
Penggandaan yang Disediakan
- Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat 14 192.632.039.00 11.99
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Laporan 557.745.000,00 14,00 66.851.500,00 14,00 e 66.851.500,00 ’
SKPD
Pengadaan Barang Persentase
MilikDaerah Penunjang PengadaanBarang Milik 100% 70.15
UrusanPemerintah Daerah DaerahPenunjang 849.037.328,00 100,00 595.634.000,00 - - 595.634.000,00 ’
UrusanPemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau 1 Unit 90.89
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan 655.300.000,00 1,00 | 595.634.000,00 1,00 | - 595.634.000,00 ’
Jabatan yang Disediakan
- Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
gedung Kantgr atau Gedung Kantpr atau 3 Unit 193.737.328.00 3.00 } 3.00 : B -
angunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa
sanEemcrntaian e w2 462.480.000,00 - 5 31,80 | 147.089.398,00 147.089.398,00 BESL
Daerah Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber 12
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Laporan 40.000.000,00 12,00 - 12,00 - - B
Disediakan
- Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
Peralatan dan Jasa Peralatan dan 103 9.87
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Laporan 121.580.000,00 4,00 - 103,00 12.000.000,00 12.000.103,00 ’
Disediakan
- Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum
Kantor Kantor yang Disediakan 12 44.90
Laporan 300.900.000,00 12,00 - 12,00 135.089.398,00 135.089.410,00 >
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 100% _ 2828
58.000.000,00 - 28,28 16.400.409,00 16.400.437,28 >
- Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan .
Kendaraan Perorangan | yang Dipelihara dan 10 Unit 58.000.000,00 2,00 ; 1,00 | 16.400.409,00 16.400.410,00 28,28
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
10.445.128.462,00 2.234.823.345,00 3.486.825.752,00




2.2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali
menangani Urusan Wajib untuk itu berkewajiban memenuhi target capaian Indikator Kinerja Kunci
(IKK) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gambaran Pencapaian Target
Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Morowali dapat di lihat pada Tabel T-C.30
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ""Dinas Penanaman Modal dan PTSP"
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel T-C.30

Realisasi

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH q Proyeksi
No. Indikator SPM/Standar IKK ansa Catatan
Nasional Analisis
2024 2025 2026 2024 2025 2025 2026
1 2 3 4 7 8 8 10 11 12 13
Jumlah Peraturan Daerah mengenai
1 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha _ pemberian fasﬂltgs / insentif penanaman 6 N/A 3 1 N/A N/A 3
Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah modal yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten/kota
. Standar operasional prosedur
2 Jum!ah dpkum;n SOP pelasanaan pemberlan - pelaksanaan pemberian fasilitas insentif 3 N/A N/A 1 N/A N/A N/A
fasilitas/insentif penanaman modal (ada/tidak)
penanaman modal
Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian Laporan evaluasi pelaksanaan
3 fasilitas/insentif penanaman modal pertahun - pemberian fasilitas / insentif penanaman 1 N/A N/A 1 N/A N/A N/A
modal
Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan
4 Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 3 oleh Pemerintah Kabupaten/Kota NA NA 99 Dok NA NA NA 99 Dok
Jumlah daerah yang telah dilaksanakan Pemutakhiran data potensi investasi
> pemutakhiran data potensi investasi 3 daerah pada sistem PIR NA NA 6 Kee NA NA NA 6 Kee
6 Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, _ Keglatan'semmar bisnis, forum, one on 6 N/A N/A 0 N/A N/A N/A
one on one meeting one meeting
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi .
7 Penanaman Modal Kabupaten/Kota - Kegiatan pameran penanaman modal 20 25 15 3 N/A 3 15
8 Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman B Kegiatan penerimaan misi penanaman N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
modal modal
Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Penyusunan Strategi Promosi
9 Modal Kab/Kota - Penanaman Modal Kewenangan N/A N/A 3 N/A N/A N/A 3
Kabupaten/Kota
10 Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan R Konsultasi perizinan dan non perizinan 30 59 80 43 43 59 80
penanaman modal penanaman modal
1 Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan _ Penerbitan perizinan dan non perizinan 7580 80-85 250 4518 4518 250 250
penanaman modal
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Penyediaan Pelayanan Perizinan
Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Berusaha melalui Sistem Perizinan
12 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi : Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi N/A N/A 300 N/A N/A N/A 300
secara Elektronik secara Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Pemantauan, analisis, evaluasi, dan
13 bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas - pelaporan di bidang perizinan berusaha 22 26 100 22 26 26 100
Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha berbasis risiko
Dari Pelaku Usaha
14 | Jumlahnilai realisasi penanaman modal yang - Laporan realisasi penanaman modal 115,550,000,000,000.00 | N/A N/A 117,577,986,923,142.00 | N/A 162,570,000,000,000.00 N/A
terpantau di tingkat provinsi
Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan dan
15 Hambgtan yang dlhadapl Pelaku Usaha dalam R Hambatan yang @hadapl Eelaku Usaha N/A N/A 16 N/A N/A N/A 16
merealisasikan Kegiatan Usahanya dalam merealisasikan Kegiatan
Usahanya
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi A .
16 | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan - Bimbingan Teknis kepada Pelaku N/A N/A 234 N/A N/A N/A 234
- . Usaha
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko




HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Jumlah aparatur dan penanaman modal yang

Pembinaan aparatur penanaman modal

17 memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten / kota 20 20 20 N/A N/A 20 20
penanaman modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang
Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil

18 %ﬁ?;;g;:ﬁﬁ;;iiaif;iiéﬁif;:%?fﬁ(ukan Pengawasan Penanaman Modal N/A N/A 183 N/A N/A N/A 183
Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan
Perizinan Berusaha

19 Jumlah perusahaan yang mendapatkan Pembinaan penanaman modal PMA dan 265 265 265 N/A N/A 265 265
pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal PMDN
Jumlah permintaan data dan informasi yang Tersedianya data dan informasi

20 terpenuhi/jumlah permintaan data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten / 6700 6700 6700 22 22 6700 6700

yang diterima

kota
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Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka
pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-2 “Meningkatkan pengelolaan
SDA Guna meningkatkan PAD dengan melibatkan UKM local dan koperasi agar dapat
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan menyerap TK local dengan tetap menjaga hak — hak
pekerja, iklim investasi yang baik dan kelestarian alam”. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan
pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan PAD, Meningkatkan taraf hidup masyarakat
dan penyerapan tenaga kerja local melalui pelibatan UKM dan koperasi, menciptakan iklim
investasi yang kondusif, melindungi hak — hak pekerja serta tetap menjaga kelestarian alam dan
lingkungan. Berdasarkan misi tersebut diatas, maka dirumuskan isu strategis yang akan ditangani
melalui rencana kerja (renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Morowali yaitu :

a) Belum optimalnya Penyelenggaraan Promosi Daerah;

b) Belum optimalnya Pengelolaan Pengaduan Publik.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan anatara
rumusan hasil Indentifikasi kebutuhan program dan kegiatn berdasarkan analisis kebutuhan yang
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP
dengan Visi dan Misi Bupati terkait program Prioritas/Program/Kegiatn dan Pagu Indikatif yang
disediakan untuk setiap OPD berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, Meliputi kegiatan identifikasi prioritas program
dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran kegiatan untuk
OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada Tabel 2.5 program/kegiatan dan pagu
Indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan Rancangan awal RKPD.
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Tabel T-C.31.2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Perangkat Daerah "Dinas Penanaman Modal dan PTSP" Kabupaten Morowali

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan
Penting
No. Pagu Kebutuhan
. . . R Target o . . - R Target
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja A Indikatif Program / Kegiatan Lokasi indikator Kinerja A Dana
Capaian Capaian
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM
PENGENDALIAN Presentase Jumlah £ER§ g]lEII;IA]l;/A[AALI AN Presentase Jumlah
1 PELAKSANAAN DPM-PTSP | Realisasi Penanaman 100 500.000.000 DPM-PTSP | Realisasi Penanaman 100 500.000.000
PENANAMAN Modal ﬁggigiﬁgﬁ\? 11\\1/[ ODAL Modal
MODAL
ﬁgfé ';Zt;l:;n Pengendalian
Penanaman Modal Presentase Jumlah Pelaksanaan Penanaman Presentase Jumlah
.. DPM-PTSP | Realisasi Penanaman 100 500.000.000 | Modal yang Menjadi DPM-PTSP | Realisasi Penanaman 100 500.000.000
yang Menjadi
Modal Kewenangan Daerah Modal
Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Kabupaten / Kota
Jumlah Kegiatan Usaha Jumlah Kegiatan Usaha
dari Pelaku Usaha yang dari Pelaku Usaha yang
Telah Dianalisa dan Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil Diverifikasi Data, Profil
dan Informasi Kegiatan ]1 dan Informasi Kegiatan
Pengawasan Penanaman Usaha dari Pelaku . 1. Pengawasan Penanaman Usaha dari Pelaku 81 Kegiatan
Modal DPM-PTSP | 1y1jakukan Inspeksi Kgﬁ;f:“ 350.000.000 | Modal DPM-PTSP | 1yjjakukan Inspeksi Usaha 350.000.000
Lapangan ; serta Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi Dllakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Pelaksanaan Perizinan
Berusaha Berusaha
Penyelesaian Jumlah Penyelesaian 3.Penyelesaian Jumlah Penyelesaian
Permasalahan dan Permasalahan dan Permasalahan dan Permasalahan dan
Hambatan yang DPM-PTSP Hambatan yang 8 Kegiatan Hambatan yang dihadapi DPM-PTSP Hambatan yang dihadapi 8 Kegiatan
dihadapi Pelaku Usaha dihadapi Pelaku Usaha Usaha 150.000.000 | Pelaku Usaha dalam Pelaku Usaha dalam Usaha 150.000.000
dalam merealisasikan dalam merealisasikan merealisasikan Kegiatan merealisasikan Kegiatan
Kegiatan Usahanya Kegiatan Usahanya Usahanya Usahanya
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PROGRAM

Persentase PMDN

IKLIM DPM-PTSP | fasilitas / insentif 90% 250.000.000 DPM-PTSP | . P 90% 250.000.000
PENANAMAN kemudahan IKLIM PENANAMAN insentif kemudahan
MODAL penanaman modal MODAL penanaman modal
Penetapan Pemberian Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Persentse peningkatan Fasili tf; o/Insentif diBidan Persentse peningkatan
diBidang Penanaman pemberian fasilitas / 8 pemberian fasilitas /
.o DPM-PTSP |°, . 90% 250.000.000 | Penanaman Modal yang DPM-PTSP |°, . 90% 250.000.000
Modal yang menjadi insentif kemudahan adi K insentif kemudahan
Kewenangan Daerah penanaman modal fmeryadt Lewenangan penanaman modal
Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/ Kota
Fasilitasi Kemitraan Jumlgh Kesepakatan e . Jumlah Kesepakatan
ang dilakukan oleh Kemitraan antara Usaha Fasilitasi Kemitraan yang Kemitraan antara Usaha
y . DPM-PTSP | Besar (PMA/PMDN) 4 Dok 250.000.000 | dilakukan oleh Pemerintah DPM-PTSP 4 Dok 250.000.000
Pemerintah denoan UMKM di Kabupaten/Kota Besar (PMA/PMDN)
Kabupaten/Kota daergah p dengan UMKM di daerah
PROGRAM
Persentase Jumlah Persentase Jumlah PMA
PROMOSI PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN DPM-PTSP PM.A dan P.MDN baru 100 700.000.000 PENANAMAN MODAL DPM-PTSP dan. PMDN'baru 100 700.000.000
MODAL berinvestasi berinvestasi
Penyelangaraan Penyelangaraan promosi
promosi penanaman Persentase PMA / em};mlm(gn modapl an, Persentase PMA / PMDN
modal yang menjadi DPM-PTSP | PMDN baru 100 700.000.000 | P! yang DPM-PTSP X ; 100 700.000.000
kewenanean daerah berinvestasi menjadi kewenangan baru berinvestasi
ka bupatei / kota daerah kabupaten / kota
Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil
Promosi Penanaman DPM-PTSp | fegiatan Promosi 3 Dok 700.000.000 | Promosi Penanaman Modal | DPM-PTSp | kcglatan Promosi 3 Dok 700.000.000
Modal Daerah Penanaman Modal Dacrah Kabupaten/Kota Penanaman Modal
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota P Kabupaten/Kota
PROGRAM Capaian Perizinan . ..
PELAYANAN yarf)g dikeluarkan PROGRAM Capaian Perizinan yang
PENANAMAN DPM-PTSP tepat waktu sesuai 95% 1.000.000.000 | PELAYANAN DPM-PTSP | dikeluarkan tepat waktu 95% 1.000.000.000
MODAL SOpP (%) PENANAMAN MODAL sesuai SOP (%)
0
Pelayanan perizinan
dan non perzinan Pelayanan perizinan dan
secara terpadu satu Presentase Perizinan non perzinan secara Presentase Perizinan dan
pintu di bidang dan Non Perizinan terpadu satu pintu di L. ¢
DPM-PTSP 90% 1.000.000.000 DPM-PTSP | Non Perizinan secara 90% 1.000.000.000

penanaman modal
yang menjadi
kewenangan daerah
kabupaten / kota

secara terpadu satu
pintu

bidang penanaman modal
yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten / kota

terpadu satu pintu
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Penvediaan Pelavanan Jumlah Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha
Y Loy yang Mendapatkan Penyediaan Pelayanan yang Mendapatkan
Terpadu Perizinan dan - .. -
- . Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Pelayanan Perizinan
Nonperizinan berbasis Berusaha melalui 1000 Nonperizinan berbasis Berusaha melalui Sistem 1000 Pelaku
Sistem Pelayanan DPM-PTSP . . Pelaku 450.000.000 onp .. DPM-PTSP o 450.000.000
.. Sistem Perizinan Sistem Pelayanan Perizinan Perizinan Berusaha Usaha
Perizinan Berusaha . Usaha . . NN
. . Berusaha Berbasis Berusaha Terintegrasi Berbasis Risiko
Terintegrasi secara . - . . . .
Elektronik Risiko Terintegrasi secara Elektronik Terintegrasi secara
secara Elektronik Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha Jumlah Kegiatan Usaha
yang mendapat
. yang mendapat
pemantauan, analisis, .
. . . pemantauan, analisis,
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Pemantauan, analisis, . .
evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan 200 evaluasi, dan pelaporan di evaluasi, dan pelaporan di 200 Kegiatan
A S DPM-PTSP L Kegiatan 250.000.000 . P, DPM-PTSP | bidang perizinan berusaha 250.000.000
di bidang perizinan berusaha berbasis risiko bidang perizinan berusaha AR . Usaha
. X Usaha A berbasis risiko Lintas
berusaha berbasis risiko Lintas Daerah berbasis risiko
. Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota bagi . . .
: - bagi Kegiatan Usaha Dari
Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha
Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku usaha Jumlah Pelaku usaha yang
yang Memperoleh Memperoleh Layanan
. Layanan Konsultasi . S
Penyediaan dan . Penyediaan dan Konsultasi Perizinan
pengelolaan Layanan Perlzmg n .Berusaha 60 Pelaku pengelolaan Layanan Berusaha melalui Sistem 60 Pelaku
L DPM-PTSP | melalui Sistem 300.000.000 S DPM-PTSP o 300.000.000
konsultasi perizinan . Usaha konsultasi perizinan Perizinan Berusaha Usaha
S Perizinan Berusaha L NN
berusaha berbasis risiko o berusaha berbasis risiko Berbasis Risiko
Berbasis Risiko . .
. . Terintegrasi secara
Terintegrasi secara Elektronik
Elektronik
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG PENUNJANG URUSAN
URUSAN DPM-PTSP | Nilai SAKIP OPD 9.121.044.662 | PEMERINTAHAN DPM-PTSP | Nilai SAKIP OPD 9.121.044.662
PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH
KEGIATAN 1 : KEGIATAN 1 :
Perencanaan Presentase Perencanaan Presentase ketersediaan
’ DPM-PTSP | ketersediaan dokumen 100% 10.000.000 ’ DPM-PTSP 100% 10.000.000
penganggaran dan penganggaran dan dokumen perencanaan
: perencanaan :
evaluasi evaluasi
Jumlah laporan capaian Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar kinerja dan ikhtisar
Koordinasi dan realisasi kinerja SKPD Koordinasi dan realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan dan Laporan Hasil
capaian kinerja DPM-PTSP Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 10.000.000 | capaian kinerja Realisasi DPM-PTSP Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 10.000.000
Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja
Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
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KEGIATAN 2 presentase administrasi KEGIATAN 2 : presentase administrasi
Administrasi keuangan DPM-PTSP | keuangan perangkat 100% 6.661.044.662 | Administrasi keuangan DPM-PTSP keuangan perangkat 100% 6.661.044.662
perangkat daerah daerah perangkat daerah daerah
. " Jumlah ASN yang . . Jumlah ASN yang
1. Penyediaan gaji dan L 1. Penyediaan gaji dan S
tunjangan ASN DPM-PTSP terpenuhl gaji dan 28 Orang 5.493.324.662 tunjangan ASN DPM-PTSP terpenuhl gaji dan 28 Orang 5.493.324.662
tunjangannya tunjangannya
2. Penyediaan Jumlah tenaga kontrak / 2. Penyediaan administrasi Jumlah tenaga kontrak /
administrasi DPM-PTSP PHL yang dibayarkan 45 Orang 1.167.720.000 | pelaksanaan tugas ASN DPM-PTSP PHL yang dibayarkan 45 Orang 1.167.720.000
pelaksanaan tugas ASN gajinya gajinya
KEGIATAN 3 : Presentase administrasi KEGIATAN 3 : Presentase administrasi
Administrasi umum DPM-PTSP | umum perangkat 95 1.150.000.000 Administrasi umum DPM-PTSP wmum perangkat daerah 95 1.150.000.000
perangkat daerah daerah perangkat daerah
1. Penvediaan bahan Jumlah Paket Bahan 2 Penvediaan bahan Jumlah Paket Bahan
- reny DPM-PTSP | Logistik Kantor yang 3 Paket 250.000.000 | > <Y DPM-PTSP Logistik Kantor yang 3 Paket 250.000.000
logistik kantor o logistik kantor o
Disediakan Disediakan
2. Penyedian baran glelgl?:npgfﬁ tparene 3. Penyedian baran Jumlah Paket Barang
) Y & DPM-PTSP 3 Paket 150.000.000 | ~° Y & DPM-PTSP Cetakan dan Penggandaan 3 Paket 150.000.000
cetakan dan penggadaan Penggandaan yang cetakan dan penggadaan L
. o2 yang Disediakan
Disediakan
3. Penyelenggaraan Rapat ;ir:lzlllelr;apgrr::n Rapat 4. Penyelenggaraan Rapat ;L(I:TIZ?eIr;apgrr:;n Rapat
Koordinasi dan Konsultasi DPM-PTSP yelengg P2" |14 Laporan 750.000.000 | Koordinasi dan Konsultasi DPM-PTSP yelengg pat 14 Laporan 750.000.000
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
{iigb: dz‘z 5 Jusa Presentase KEGIATAN 5 :Penyediaan Presentase JasaPenunjang
“enye DPM-PTSP JasaPenunjang Urusan 100% 1.100.000.000 | Jasa Penunjang Urusan DPM-PTSP Urusan Pemerintahan 100% 1.100.000.000
Penunjang Urusan . .
. Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Daerah
Pemerintahan Daerah
. . Jumlah 'Laporan Jumlah Laporan Penyediaan
1. Penyediaan jasa Penyediaan Jasa 1. Penyediaan jasa komuniasi. Jasa Komunikasi, Sumber
komuniasi, sumber daya DPM-PTSP Komunikasi, Sumber Daya 12 450.000.000 - reny J LY DPM-PTSP . L 12 450.000.000
. S . S sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik yang
air dan listrik Air dan Listrik yang I
. Disediakan
Disediakan
. . Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penyediaan
2. penyediaan jasa Penyediaan Jasa Peralatan 2. penyediaan jasa peralatan Jasa Peralatan dan
peralatan dan perlengkapan | DPM-PTSP Y 4 Laporan 250.000.000 | < Py’ Jasa p DPM-PTSP 4 Laporan 250.000.000
X dan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor yang
antor e S
yang Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penyediaan
3. Jasa Pelayanan Umum ppM-pTsp | Penyediaan Jasa Pelayanan 12 400.000,000 | >: 12sa Pelayanan Umum DPM-PTSP | Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 400.000.000
Kantor Umum Kantor yang Kantor Lo
. yang Disediakan
Disediakan
KEGL‘.‘ TAN G : Presentase pemeliharaan KEGIATAN 6 : Pemeliharaan Presentase pemeliharaan
Pemeliharaan barang barang milik daerah barang milik daerah barang milik daerah
milik daerah penunjang DPM-PTSP s 100% 200.000.000 s DPM-PTSP s 100% 200.000.000

urusan pemerintahan
daerah

penunjang urusan
pemerintah daerah

penunjang urusan
pemerintahan daerah

penunjang urusan
pemerintah daerah
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1. Penyedian jasa
pemeliharaan, biaya

DPM-PTSP

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan

22

200.000.000

1. Penyedian jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan

DPM-PTSP

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan

22

200.000.000

pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas dibayarkan Pajak dan perizinan kendaraan dinas dibayarkan Pajak dan
operasional atau lapangan Perizinannya operasional atau lapangan Perizinannya
11.571.044.662

Jumlah

11.571.044.662
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Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Percepatan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor endowment yang dimiliki oleh masing-
masing daerah, seyogyanya didukung oleh perencanaan yang sistematis dan terstruktur serta
melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif. Perencanaan pembangunan daerah merupakan
rangkaian proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif
dan berdaya guna. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan
tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan. Visi
merupakan tonggak tujuan yang memberi arah kepada semua pemangku kepentingan dalam
menyusun program dan kegiatannya masing-masing.Dilain pihak, Misi merupakan cara bagaimana
mewujudkan Visi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus realistis,disusun dan
dirumuskan secara rinci disertai dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pembangunan yang

ditetapkan.
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Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Perangkat Daerah ""Dinas Penanaman Modal dan PTSP'" Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

RANCANGAN AWAL RKPD
No.
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Penting
1 2 3 4 5 6
A Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPM-PTSP Presentase Jumlah Realisasi Penanaman Modal 100%
1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi DPM-PTSP Presentase Jumlah Realisasi Penanaman Modal 100%
Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku .
) 1. Pengawasan Penanaman Modal DPM-PTSP Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian 81 Kegiatan Usaha
Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
2.Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku .
) Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya DPM-PTSP Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 8 Kegiatan Usaha
B Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPM-PTSP Persentase PMDN yang mendapat fasilitas / insentif kemudahan 90%
penanaman modal
KEGIATAN 1 : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif . . . . .
1 diBidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan DPM-PTSP Persentse peningkatan pemberian fasilitas / insentif kemudahan 90%
penanaman modal
Daerah Kabupaten/ Kota
) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah DPM-PTSP Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) 4 Dok
Kabupaten/Kota dengan UMKM di daerah
C Program Promosi Penanaman Modal DPM-PTSP Persentase Jumlah PMA dan PMDN baru berinvestasi 100
1 Penyelangaraan promosi penanaman modal yang menjadi DPM-PTSP Persentase PMA / PMDN baru berinvestasi 100
kewenangan daerah kabupaten / kota
i Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah DPM-PTSP Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal 3 Dok
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
D Program Pelayanan Penanaman Modal DPM-PTSP Capaian Perizinan yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP (%) 95%
Pelayanan perizinan dan non perzinan secara terpadu satu
1 pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan DPM-PTSP Presentase Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu 90%
daerah kabupaten / kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha
- Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas DPM-PTSP melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara 1000 Pelaku Usaha

secara Elektronik

Elektronik
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Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan

Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi,

Nonperizinan Penanaman Modal DPM-PTSP dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah 200 Kegiatan Usaha
P Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non DPM-PTSP Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 60 Pelaku Usaha
Perizinan secara Elektronik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DPM-PTSP Nilai SAKIP OPD
DAERAH
KEGIATAN 1 : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi DPM-PTSP Presentase ketersediaan dokumen perencanaan 100%
L . L L Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja Realisasi . S . S
S DPM-PTSP Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 2 Laporan
Kinerja SKPD ) L
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KEGIATAN 2 : Administrasi keuangan perangkat daerah DPM-PTSP presentase administrasi keuangan perangkat daerah 100%
1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN DPM-PTSP Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN DPM-PTSP ilérll\llah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 45 Orang
KEGIATAN 3 : Administrasi umum perangkat daerah DPM-PTSP Presentase administrasi umum perangkat daerah 100
1. Penyediaan bahan logistik kantor DPM-PTSP Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
2. Penyedian barang cetakan dan penggadaan DPM-PTSP Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DPM-PTSP ggﬁh Laporan Penyclenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 14 Laporan
KEGL‘! TAN 5 :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan DPM-PTSP Presentase JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik DPM-PTSP nglgh Lap oran Pgnyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Laporan
Listrik yang Disediakan
2. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor DPM-PTSP Jumiah .Lap'oran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Laporan
yang Disediakan
3. Jasa Pelayanan Umum Kantor DPM-PTSP f)uirsnelgil;lf:foran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan
KEGIATAN 6 : Pemeliharaan barang milik daerah Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
. . DPM-PTSP . 100%
penunjang urusan pemerintahan daerah pemerintah daerah
1. Penyedian jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan DPM-PTSP Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 22 Unit

perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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BAB III

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Kebijakan Kementrian Investasi/ BKPM RI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai institusi pembina
penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah bertanggung jawab untuk menciptakan iklim
investasi yang kondusif di daerah berdasarkan undang-unadang nomor 25 tahun 2007, tentang
penanaman modal yang mengamanatkan bahwa asas kemandirian dalam menyelenggarakan
penanaman modal yaitu mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada
masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman
modal tercermin makin tingginya peran PMDN kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk
mencapai kemandirian dalam pembangunan.

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun system pelayanan perizinan dan non
perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana disesuaikan dengan
kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai terbit
dokumen izin dilaksanakan si satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatangan dokumen
izin/non izin dari Bupati kepada Kepala PTSP dan Penyederhanaan perizinan dengan mempercepat
waktu, system prosedur , persyaratan dan biaya.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Morowali dalam
menelaah Kebijakan K/L dilakukan pada institusi Kementerian Investasi / BKPM RI, sebagai
berikut :

1. Memberikan peluang bagi UMKM local untuk menjalin Kerjasama atau pola kemitraan dengan
perusahaan besar sehingga UMKM local dapat naik kelas menjadi Non UMK.

2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko bagi penanaman modal
asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam berkolaborasi untuk
merealisasikan kegiatan usahanya didaerah.

3. Memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan eksekusi investasi mangkrak didaerah

4. Mengarahkan proyek startegis nasional ke luar pulau jawa sehingga penyebaran realisasi

investasi sejajar dengan daerah dipulau jawa

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Morowali merupakan formulasi yang dapat secara tepat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan dalam perumusan tujuan dan sasaran juga memungkinkan untuk mengetahui

tujuan yang akan dicapai.
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Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

T t
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran e
. 2024
1 2 3 4 8
Meningkatkan _ Meningkatnya Investasi daerah Pembentukan Modal
1 Pertumbuhan Ekonomi untuk mendorong pertumbuhan Tetan Bruto 117 Triliun
dan Daya Saing Daerah ekonomi yang berkelanjutan P
Mewujudkan tata Kelola Nilai SAKIP Daerah
. ilai aera
kep emerlntahg N yang Terwujudnya pemerintahan yang B
2 | baik dan bersih (Good : .
G d Clean akuntabel, inovatif dan transparan )
overnance an Indek Pelayanan Publik C
Government)

Program dan Kegiatan
Adapun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali di susun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam
rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Morowali tahun 2025 yang Berisikan penjelasan mengenai Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan sebagai Berikut :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
¢) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
¢) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
a) Sub Kegiatan Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.
a) Sub Kegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha

dalam merealisasikan kegiatan usaha;
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b) Sub Kegiatan Pengawasan penanaman Modal.
Program Program Promosi Penanaman Modal
1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota.
Program Program Pelayanan Penanaman Modal
1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
a) Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
b) Sub Kegiatan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman
modal;
c) Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat

terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan "Dinas Penanaman Modal dan PTSP" Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel T-C.33

Perangk .
erangkat : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Daerah
Periode /
Tahun : 2025
Pra}uraan . 2026
Maju
Urusan / Bidane Urusan Pemerintahan Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Daerah dangPro ram / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu Sumber Target Capaian Kineria Kebutuhan Dana / Pagu
g g Kinerja Indikatif Dana get Cap J Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Program Pengendalian Pelaksanaan Presentase Jumlah Realisasi Penanaman Modal dalam dan Luar 100 500.000.000 APBD II 100 600.000.000
Penanaman Modal Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman dalam dan Luar
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Presentase Jumlah Realisasi Penanaman Modal Daerah 100 500.000.000 APBD II 100 600.000.000
Kabupaten / Kota
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang
Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan dalam dan Luar
1. Pengawasan Penanaman Modal Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan 81 Kegiatan Usaha 350.000.000 APBDII . 400.000.000
. . . Daerah 81 Kegiatan Usaha
Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
2.Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan
yang dihadapi Pelaku Usaha dalam yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan dalam Daerah 8 Kegiatan Usaha APBD II 8 Kegiatan Usaha 200.000.000
L . > 150.000.000
merealisasikan Kegiatan Usahanya Kegiatan Usahanya
Program Pengembangan Iklim Penanaman | Persentase PMDN yang mendapat fasilitas / insentif dalam dan Luar 90% 250.000.000 APBD II 90% 300.000.000
Modal kemudahan penanaman modal Daerah
KEGIATAN 1 : Penetapan Pemberian
F aszlztas/{nsgnnj diBidang Penanaman Modal | Persentse peningkatan pemberian fasilitas / insentif dalam dan Luar 90% 250.000.000 APBD II 90% 300.000.000
yang menjadi Kewenangan Daerah kemudahan penanaman modal Daerah
Kabupaten/ Kota
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar dalam dan Luar
Pemerintah Kabupaten/Kota (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Daerah 4 Dok Rp 250.000.000 APBD I 4 Dok Rp 300.000.000
Program Promosi Penanaman Modal Persentase Jumlah PMA dan PMDN baru dalam dan 100 700.000.000 APBD II 100 750.000.000
berinvestasi Luar Daerah
Penyelangaraan promosi penanaman modal dalam dan Luar
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / Persentase PMA / PMDN baru berinvestasi Daerah 100 700.000.000 APBD II 100 750.000.000
kota
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi dalam dan Luar
Modal Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal Kabupaten/Kota Daerah 3 Dok Rp 700.000.000 APBD IT 3 Dok Rp 750.000.000
Program Pelayanan Penanaman Modal Capaian Perizinan yang dikeluarkan tepat waku 95% 1.000.000.000 APBD II 95% 1.150.000.000

sesuai SOP (%)
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Pelayanan perizinan dan non perzinan secara
terpadu satu pintu di bidang penanaman

Presentase Perizinan dan Non Perizinan secara

dalam dan Luar

0, 0,
modal yang menjadi kewenangan daerah terpadu satu pintu Daerah 90% 1.000.000.000 APBD I 90% 1.150.000.000
kabupaten / kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan
Nor'lp'erlzman berbasis Slstem P'elayanan Perizinan Berusaha rr'le'lalm Sl'stem Pe.rlzman dalam dan Luar 1000 Pelaku Usaha Rp 450.000.000 APBD II 1000 Pelaku Usaha Rp 500.000.000
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Daerah
Elektronik Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan,
Pemantauan. analisis. evaluasi. dan pelaporan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan dalam dan Luar
emantauan, anansis, evaiuasi, ¢an peapo berusaha berbasis risiko Lintas Daerah 200 Kegiatan Usaha Rp  250.000.000 APBD II 200 Kegiatan Usaha Rp 300.000.000
di bidang perizinan berusaha berbasis risiko . . . Daerah
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan
Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem dalam dan Luar
konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Daerah 60 Pelaku Usaha Rp 300.000.000 APBDI 60 Pelaku Usaha Rp 350.000.000
secara Elektronik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN -
PEMERINTAHAN DAERAH Nilai SAKIP OPD DPMPTSP 9.121.044.662 APBD I 10.315.000.000
KEGIATAN I : Perencaml.a " Presentase ketersediaan dokumen perencanaan DPMPTSP 100% 10.000.000 APBD I 100% 15.000.000
penganggaran dan evaluasi
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
kinerja Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar DPMPTSP 2 Laporan 10.000.000 APBD I 2 Laporan 15.000.000
Realisasi Kinerja SKPD
N P ; Iministrasi
KEGIATAN 2 : Administrasi keuangan P gan peranghat DPMPTSP 100% 6.661.044.662 APBD II 100% 7.700.000.000
perangkat daerah daerah
1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya DPMPTSP 28 Orang Rp 5.493.324.662 APBD II 28 Orang Rp  6.500.000.000
f\.sl;\e]nyedlaan administrasi pelaksanaan tugas g;ilrlle}lllzl tenaga kontrak / PHL yang dibayarkan DPMPTSP 45 Orang 1.167.720.000 APBD II 45 Orang 1.200.000.000
KEGIATAN 3 : Administrasi umum . .
perangkat daerah Presentase administrasi umum perangkat daerah DPMPTSP 95 1.150.000.000 APBD I 95 1.300.000.000
2. Penyediaan bahan logistik kantor ]J)“irsr‘;g};]]::l‘et Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket 250.000.000 APBD II 3 Paket 300.000.000
DPMPTSP
3. Penyedian barang cetakan dan penggadaan JDuirsnelgi};lf:]:(ct Barang Cetakan dan Penggandaan yang 3 Paket 150.000.000 APBD II 3 Paket 200.000.000
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Konsultasi SKPD dan Konsultasi SKPD DPMPTSP 14 Laporan 750.000.000 APBD II 14 Laporan 800.000.000
) 7 ) p D, - D P
KEGIATAN 5 :Peny Jasa Penunjang | Pr JasaPenunjang Urusan Pemer DPMPTSP 100% 1.100.000.000 APBD II 100% 1.100.000.000
Urusan Pemer Daerah Daerah
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1. Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan DPMPTSP 12 Rp450.000.000 APBDI 12 Rp 450.000.000

2. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa‘Peralatan dan DPMPTSP 4 Laporan Rp  250.000.000 APBD 11 4 Laporan Rp 250.000.000

kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan

3. Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum DPMPTSP 12 Rp  400.000.000 APBD I 12 Rp  400.000.000
Kantor yang Disediakan

KEGIATAN 6 : Pemeliharaan barang milik Presentase pemeliharaan barang milik daerah

daerah p tjang urusan pemeril tase p . g DPMPTSP 100% 200.000.000 APBD II 100% 200.000.000

daerah penunjang urusan pemerintah daerah

1. Penyedian jasa pemeliharaan, biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan DPMPTSP 22 Rp 200.000.000 APBD II 22 Rp 200.000.000

dinas operasional atau lapangan Perizinannya

JUMLAH 11.571.044.662 13.115.000.000




BAB IV

BAB 1V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali
merupakan program prioritas Renstra yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program
prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam
rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap tahun
anggaran. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan
kebijakan jangka menengah OPD.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali pada

Tahun 2026 dapat dilihat tabel exel Sebagai berikut :



Tabel 4.1

Rencana Program, kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2025

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

o ineri Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Data Capaian pada e Perangkat DJaerah Lokasi
Tujuan Sasaran Kode PR G Program (Outcome) dan Kegiatan i Axvel P Jawab
Kegiatan Perencanaan Tahun 2025 enanggung Jawa
(Output) (Tahun 2022)
Target Rp (Perubahan) Rp (Sebelum)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan Meningkatnya 18 05 PROGRAM Pr Jumlah Reali
Pertumbuhan Investasi dan PENGENDALIAN Penanaman Modal Kepala Bidang Kab,
Ekonomi dan Pendapatan PELAKSANAAN NA 100% 88.257.500,00 _ Pengendalian dan Morou.ﬁa li
Daya Saing Daerah PENANAMAN Penanaman Modal
Daerah MODAL
18 05 2.01 Pengendalian Pr Jumlah Reali
Pelaksanaan Penanaman Modal .

Kepala Bidang
caczamoriiodal NA 100% Pengendalian dan Rt
yang Menjadi 88.257.500,00 102.002.500,00 Morowali

Penanaman Modal
Kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota
18 05 2.01 0006 Pengawasan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Penanaman Modal Usaha yang Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kepala Bidang 10
Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan 96,602 Triliun 30 Kegiatan Usaha } Pengendalian dan Kecamatan
Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Penanaman Modal
Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
18 05 2.01 0004 Penyelesaian Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha
Hambatan yang dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kepala Bidang 10
dihadapi Pelaku 111 Pelaku Usaha 8 Kegiatan Usaha $8.257.500,00 Pengendalian dan Kecamatan
Usaha dalam Penanaman Modal
merealisasikan
Kegiatan Usahanya
18 02 POGRAM Persentase PMDN yang mendapat Kepala Bidang Data
PENGEMBANGAN | fasilitas / insentif kemudahan dan Sistem Kab,
IKLIM penanaman modal NA 100% 132.340.750,00 _ Informasi Morou;a Ii
PENANAMAN Pengembangan
MODAL Iklim Investasi
18 02 2.01 Penetapan Persentse peningkatan pemberian
Pemberian Sfasilitas / insentif kemudahan
Fasilitas/I if P modal Kepala Bidang Data
diBidang NA 100% dan Sistem Informasi Kab.
Penanaman Modal 132.340.750,00 220.475.750,00 | Pengembangan Iklim Morowali
yang menjadi Investasi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penetapan Kebijakan Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kepala Bidang Data
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal N/A 3 Dokumen dan Sistem Informasi 10
Fasilitas/Insentif dan - Pengembangan Iklim | Kecamatan
Kemudahan Investasi

Penanaman Modal
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18 02 2.01 0003 Fasilitasi Kemitraan Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Kepala Bidang Data
yang dilakukan oleh Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan 5 Dokumen 100 Dokumen dan Sistem Informasi 10
Pemerintah UMKM di daerah 132.340.750,00 Pengembangan Iklim | Kecamatan
Kabupaten/Kota Investasi
18 3 PROGRAM Persentase Jumlah PMA dan PMDN Kepala Bidang
O AN baru berinvestasi 100% 50% 423.136.000,00 . Promosi dan b
MODAL Penanaman Modal
18 3 2.01 Penyelangaraan Persentase PMA / PMDN baru
promosi penanaman berinvestasi Kepala Bidang
Zmdalyang menjadi 100% 50% 423.136.000,00 540.715.000,00 Promosi dan
ewenangan daerah Penanaman Modal
kabupaten / kota
18 3 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Kepala Bidang
Promosi Penanaman Promosi Penanaman Modal 87 Dokumen 3 Dokumen Promosi dan
Modal Daerah Kabupaten/Kota 423.136.000,00
Kabupaten/Kota Penanaman Modal
Meningkatnya Meningkatkan 18 04 PROGRAM Persentase Pelaku Usaha yang
Kualitas dan Kualitas Tata PELAYANAN Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Kapala Bidang
kemudahan kelola PENANAMAN Pelayanan Kab,
layanan investasi Pemerint MODAL 90% 100% 206.958.000,00 _ .. C .
daerah ahan dan Perlzma{t flan Non Morowali
Pelayanan Perizinan
Publik
18 04 2.01 Pelayanan perizinan Presentase Perizinan dan Non
dan non perzinan Perizinan yang diterbitkan sesuai SP
secara terpadu satu yang menjadi kewenangan daerah Kapala Bidang
pintu di bidang A 100% Pelayanan 10
penanaman modal 206.958.000,00 320.549.500,00 Perizinan dan Non Kecamatan
yang menjadi Perizinan
kewenangan daerah
kabupaten / kota
18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan
Perizinan Berusaha Pelayanan Perizinan Berusaha melalui
melalui Sistem Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Kapala Bidang 10
Perizinan Berusaha Risiko Terintegrasi secara Elektronik N/A 300 Pelaku Usaha 41.237.000.00 Pelayanan Perizinan Kecamats
. .. B . , .. camatan
Berbasis Risiko dan Non Perizinan
Terintegrasi secara
Elektronik
18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
evaluasi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan Kapala Bidang
pelaporan di bidang pelaporan di bidang perizinan berusaha 81 Kegiatan Usaha 100 Kegiatan Usaha Pelayanan Perizinan 10
perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah & € 81.170.500,00 d yN Perizi Kecamatan
berbasis risiko Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha an Non Fertzinan
Dari Pelaku Usaha
18 04 2.01 0007 Penyediaan dan Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh
pengelolaan Layanan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Kapala Bidang 10
konsultasi perizinan melalui Sistem Perizinan Berusaha 75 Pealku Usaha 60 Pelaku Usaha 84.550.500.00 Pelayanan Perizinan Kecamatan
berusaha berbasis Berbasis Risiko Terintegrasi secara e dan Non Perizinan
risiko Elektronik
18 01 PROGRAM Persentase Urusan P g
PENUNJANG Pemeri yang dilak. k
URUSAN . DPM-
PEMERINTAHAN 100% 100% 9.118.927.712,00 - Sekretaris PTSP
DAERAH

KABUPATEN/KOTA




RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

18 01 2.01 Perencanaan, Presentase ketersediaan dokumen
penganggaran dan perencanaan penganggaran dan o o
evaluasi Kinerja evaluasi 100% 100% 7.357.500,00 7.200.000,00
Perangkat Daerah
18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Jumlah laporan capaian kinerja dan
Penyusunan Laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan
. Lo . S . DPM-
capaian kinerja Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 2 Laporan Sekretaris
L . L . 7.357.500,00 PTSP
Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
SKPD Realisasi Kinerja SKPD
18 01 2.02 Administrasi pr 7 Iministrasi k g
0, 0,
’;Z‘;f:f guperanckogilipperanziaddacrak oz o 6.784.354.662,00 6.685.044.662,00
18 01 2.02 0001 Penyediaan gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kasubag DPM-
tunjangan ASN Tunjangan ASN 26 Orang 28 Orang/Bulan 5.493.324.662.00 Kepe%jir\:l:;;ﬁn dan PTSP
18 01 2.02 0002 Penyediaan Jumlah dokumen hasil penyediaan Kasuba
administrasi Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN 23 Oran 45 Dokumen Kepe awaiai dan DPM-
pelaksanaan tugas & 1.291.030.000,00 peg PTSP
Umum
ASN
18 01 2.06 Administrasi umum Presentase administrasi umum
0, 0,
perangkat daerah perangkat daerah 100% 100% 875.498.222,00 959.416.050,00
18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kasubag DPM-
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan N/A 1 Paket 135.775.500,00 Kepegawaian dan PTSP
Kantor Umum
18 01 2.06 0004 Penyediaan bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kasubag
logistik kantor yang Disediakan 12 Bulan 3 Paket Kepegawaian dan DPM-
166.592.222,00 Umum PTSP
18 01 2.06 0005 Penyedian barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kasubag
takan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Bulan 3 Paket K ian dan DPM-
cetakan da enggandaan yang Disediaka ula akel 15.385.500,00 epegawaian da PTSP
penggadaan Umum
18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kasubag DPM-
Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan 12 Laporan Kepegawaian dan
. 557.745.000,00 PTSP
Konsultasi SKPD Umum
Administrasi Persetnase Administrasi Kepegawaian
oy i - 0,
Kepegawaian Perangkat daerah 100% 82.200.000,00 176.900.000,00
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Pelatihan Pegawai Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Berdasarkan Tugas Pelatihan - 6 Orang 82.200.000,00
dan Fungsi
18 01 2.08 Penyediaan Jasa Presentase JasaPenunjang Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100%
Pemerintahan ? ’ 462.480.000,00 797.480.000,00
Daerah
18 01 2.08 0002 Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kasubag DPM-
komunikasi, sumber Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Bulan 12 Laporan Kepegawaian dan
. . A S 40.000.000,00 PTSP
daya air dan listrik Listrik yang Disediakan Umum
18 01 2.08 0003 Penyediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kasubag DPM-
peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 58 Laporan 106 Laporan Kepegawaian dan
S 121.580.000,00 PTSP
perlengkapan kantor Disediakan Umum
18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kasubag
Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yan 12 Laporan 12 Laporan Kepegawaian dan DPM-
Y Y yang P P 300.900.000,00 peg PTSP

Kantor

Disediakan

Umum




RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pengadaan Barang
Milik Daerah

Persentase Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

0,
Penunjang Urusan | Daerah - iz 849.037.328,00 779.555.000,00
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Perorangan Dinas Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . 1 Unit
atau Kendaraan Dinas | yang Disediakan 655.300.000,00
Jabatan
Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung Bangunan Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 193.737.328.00
Kantor atau
Bangunan Lainnya
18 01 2.09 Pemeliharaan Presentase pemeliharaan barang milik
Barang Milik Daerah | daerah penunjang urusan pemerintah
Pemmj.ang Urusan daerah 100% 100% 58.000.000,00 50.600.000,00
Pemerintahan
Daerah
18 01 2.09 0001 Penyedian jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
pemeliharaan, biaya atau Lapangan yang Dipelihara dan
pemeliharaan, pajak dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kasubag
dan perizinan 11 Unit 28 Unit Kepegawaian dan DPM-
. 58.000.000,00 PTSP
kendaraan dinas Umum
operasional atau
lapangan
TOTAL PAGU 9.969.619.962 10.639.938.462




BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi
pembangunan daerah yang lebih terukur dan akuntabel. Kinerja dan keuangan daerah tahun 2024-2026
yang tercantum dalam dokumen ini merupakan capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan
evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2025.

Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman
Modal dan PTSP untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025. Untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2025 maka Dinas Penanaman Modal dan
PTSP berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2024 - 2026
ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2025 Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Morowali juga berkewajiban melakukan monitoring,
pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan

keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renja Perubahan Tahun 2025.

Morowali, 16 April 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOROWALI

NUKRAH, ST., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19700915 200212 2 004




